
 
 

Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Vol. 2, No. 1, April 2021, hal 141-157 

JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING 

http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa 

DOI: http://doi.org/XX.XXXX/Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing/XX.X.XX 

 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiyaan 

Anggaran Terhadap Belanja Modal 

The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Resistence of 

Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditure (BM)  

Farhan Fahrezi1*, Nuramalia Hasanah2, I Gusti Ketut Agung Ulupui3 

123Universitas Negeri Jakarta 

*Coressponding Author (fahrezifarhan77@gmail.com) 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation 

Fund (DAU), and Resistence of Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditure (BM) in 

district/city governments in West Java province in 2015 -2019. The study uses secondary data 

sourced from the official website of the Director General of Fiscal Balance (DJPK). The number 

of samples taken in this study were 135. The samples were taken using purposive sampling 

technique. The research data was processed using multiple linear regression analysis through the 

help of the SPSS application. Based on the results of the research conducted, it shows that Regional 

Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Resistence of Budget Financing 

(SILPA) separately have a positive and significant influence on Capital Expenditure (BM). 

Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Resistence 

of Budget Financing 

ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh yang dihasilkan oleh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

terhadap Belanja Modal (BM) pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 

2015-2019. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 

sebanyak 135. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian 

diolah menggunakan analisis regresi linear berganda melalui bantuan aplikasi SPSS. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara terpisah memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM). 

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengelola pendapatan yang mereka peroleh untuk 

dialokasikan kepada belanja yang sifatnya produktif. Belanja yang produktif akan memberikan efek 

yang baik yaitu dapat meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima sehingga pemerintah 

kabupaten/kota dapat membiayai kebutuhan kabupaten/kota mereka. Pelimpahan wewenang yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dijelaskan dalam PP Nomor 12 (2019) 

yakni pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya masing masing dengan cakupan yang lebih 

luas serta meminimalisir bantuan atau campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan 

pemerintah kabupaten/kota harus mengelola keuangan mereka secara mandiri. Menurut 

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2017 pemerintah daerah belum mengelola 

keuangan mereka dengan efektif dan efisien. Sedangkan, dana yang diturunkan oleh pemerintah 

pusat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan yaitu Boediarso Teguh Widodo menyebutkan transfer ke daerah tahun 2017 mencapai 

Rp 766 triliun atau mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pada saat dimulainya 

desentralisasi fiskal yaitu Rp 81 triliun. Kementerian Keuangan mencatat beberapa sebab yang 

mempengaruhi pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Salah satunya yaitu belanja pegawai di 

pemerintah daerah yang jauh lebih besar dari porsi belanja modal. Total belanja pegawai sebesar 

36,8 % sedangkan belanja modal hanya sebesar 20 % (Florentin, 2017). 

Belanja modal adalah belanja yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung dalam 

daftar anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan aset tetap yang dimiliki oleh 

pemerintah bertambah jumlahnya. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

didasarkan pada kebutuhan daerah seperti sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik maupun 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah (Priambudhi, 2016). Belanja modal seperti pembangunan 

infrastruktur sangat penting untuk memajukan perekonomian di daerah. Karena dengan adanya 

proyek pembangunan infrastruktur dapat menarik investor dalam jumlah yang cukup banyak. 

Investor akan menanamkan modal mereka dengan membiayai proyek infrastruktur tersebut. 

Sedangkan masyarakat di daerah tersebut tetap diuntungkan yaitu terbukanya beberapa lapangan 

kerja sehingga jumlah pengangguran di daerah tersebut menjadi berkurang. Semakin banyak 

masyarakat yang bekerja di daerah tersebut semakin menambah geliat pertumbuhan ekonomi di 

daerah tersebut sehingga akan berakibat kepada pendapatan daerah yang meningkat. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah, kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-

potensi yang berada dalam daerah, kabupaten/kota yang mereka pimpin. Menurut PP Nomor 12 

pasal 31 (2019) menjelaskan pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah 

pendapatan asli daerah yang dihasilkan masing- masing daerah, kabupaten/kota berbeda-beda. 

pendapatan asli daerah yang kecil disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh daerah, 

kabupaten/kota tersebut dalam mengembangkan segala sumber penghasilan daerah mereka masih 

kecil. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat guna membantu 

kabupaten/kota yang mana jumlah pendapatan asli daerah mereka masih kecil. Salah satu dana 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum. 

Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 12 

pasal 37, 2019). Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan 

fiskal di masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dan 

kuat. Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berasal 

dari pendapatan APBN yang tujuan dana tersebut diberikan adalah supaya pemerintah daerah 

mengelola dana tersebut untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Tujuan 



143  Farhan Fahrezi dkk/Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 2, No. 1, April 2021, hal 141-157 

 
 

diberikannya Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat yaitu untuk mengurangi 

ketidakseimbangan horizontal (horizontal imbalance) antar pemerintah daerah (Annisa, 2019). 

Dalam menjalankan rangkaian program pembangunan, pemerintah kabupaten/kota tentu 

kembali meninjau anggaran belanja yang sudah ditetapkan dan membandingkannya dengan 

realisasi jumlah anggaran yang terpakai. Terkadang jumlah anggaran yang telah ditetapkan sama 

dengan jumlah realisasi anggaran yang terpakai. Ini adalah kondisi yang ideal. Tetapi jika jumlah 

realisasi anggaran cenderung lebih kecil daripada jumlah anggaran yang ditetapkan, maka sisa lebih 

anggaran itu dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan dari sisa lebih pembiayaan anggaran oleh Dirjen Perimbangan Keuangan (2020) 

yaitu apabila terjadi pembiayaan neto positif jumlah pendapatan yang diterima lebih besar daripada 

jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka teradapat sisa dana yang belum 

dimanfaatkan. Sisa dana ini perlu dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan 

daerah. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sisa lebih pembiayaan anggaran di tahun sebelumnya 

digunakan untuk menutupi defisit anggaran periode berkenan. 

Setelah mengetahui pentingnya belanja modal bagi program pembangunan daerah, peneliti 

hendak meneliti besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi 

Jawa Barat periode 2015-2019. 

TINJAUAN TEORI 

Teori Keagenan (Agency theory) 

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan 

bahwa hubungan keagenan yaitu kontrak di mana satu, dua, atau lebih (prinsipal) memberikan 

wewenang kepada orang lain (agen) untuk mencapai kepentingan mereka. Prinsipal dan agen 

memiliki perbedaan kepentingan yang menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh agen tidak 

sesuai dengan yang diharapkan oleh prinsipal. Prinsipal melimpahkan tanggung jawab dan 

pengambilan keputusan kepada agen, di mana seluruh wewenang dan tanggung jawab agen diatur 

dalam kontrak kerja yang sudah disepakati bersama. Namun pada praktiknya, wewenang yang 

dilimpahkan oleh prinsipal kepada agen memunculkan masalah yang baru, dikarenakan perbedaan 

tujuan yang ingin dicapai. Pihak agen bisa bertindak untuk mencapai kepentingan dirinya pribadi 

dan mengabaikan kepentingan prinsipal. Hal tersebut terjadi karena prinsipal dan agen memiliki 

informasi yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya asymmetric information. 

 Dalam organisasi pemerintahan, pemerintah pusat memberikan wewenang dan pengambilan 

keputusan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah mereka. Pemberian wewenang 

tersebut sebagai konsekuensi dari diberlakukannya PP Nomor 12 (2019) yaitu pelaksanaan 

desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah dapat mengelola secara 

mandiri keuangan mereka. Pengelolaan keuangan yang mandiri menyebabkan pemerintah daerah 

dapat mengembangkan daerah yang mereka pimpin menjadi lebih baik daripada periode 

sebelumnya. Apabila pemerintah daerah berhasil mewujudkan tujuan dari pelaksanaan 

desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dapat mengembangkan daerah mereka secara mandiri 

dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat lebih 

fokus memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan- kebutuhan yang lain. 

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

mengelola keuangan di daerah yang mereka pimpin. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan 

anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat untuk membangun kabupaten/kota di daerah 

mereka yang membutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Namun 

pada praktiknya tidaklah mudah, karena kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan 
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pemerintah daerah tidaklah sama sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memakan waktu 

dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan informasi yang diterima oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah berbeda. Pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami kendala 

dikarenakan beberapa daerah memiliki fokus masing-masing dalam membangun daerah mereka. 

Belanja Modal 

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk aset tetap 

yang memiliki wujud dan aset tersebut memiliki masa manfaat selama >12 bulan (SAP, 2019: 70). 

Belanja modal digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pembelian 

peralatan, dan pembelian aset tetap yang lainnya. Belanja modal adalah belanja yang termasuk ke 

dalam komponen belanja langsung dalam daftar anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang 

menyebabkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah bertambah jumlahnya. Belanja modal yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah seperti sarana dan prasarana, 

baik untuk fasilitas publik maupun kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah (Priambudhi, 2016) 

Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah, kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-

potensi yang berada dalam daerah, kabupaten/kota yang mereka pimpin. Menurut PP Nomor 12 

pasal 31 (2019) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. 

Dana Alokasi Umum 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan SAP (2019: 72) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi 

pendapatan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Menurut Kementerian Keuangan 

dalam website resminya yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan sisa lebih pembiayaan anggaran yaitu selisih antara defisit/surplus anggaran 

pembiayaanneto. Dalam penyusunan APBD angka dari sisa lebih pembiayaan anggaran ini 

berjumlah nol. Yaitu, penerimaan pembiayaan harus mampu menutup defisit anggaran yang terjadi. 

Pembangunan Hipotesis 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 12 pasal 31 (2019) adalah 

meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh karena keberhasilan 

pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang terdapat di daerahnya. Jumlah 

Pendapatan Asli Daerah yang besar pada suatu daerah dapat menjadi indikator bahwa daerah 

tersebut memiliki kemampuan fiskal yang kuat. Dengan memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah 

yang besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan kembali pendapatan mereka tersebut dengan 

mengalokasikan pendapatan tersebut kepada Belanja Modal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015), Herman dan Treesje (2015), 

Nugroho (2015), Elni (2016), Apriyanto (2016), Ningsasra (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), 

Rudiansah (2017), Astuti (2017), Kusumawardhani (2018), Suryana (2018), Sari, Djuanda & 

Sarwani (2018), Haryanto (2019), Rizal dan Erpita (2019), dan Angelina et al. (2020) menyatakan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 

Dengan demikian, peneliti menentukan hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 12 

pasal 37, 2019). Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan 

fiskal di masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dan 

kuat. Dikarenakan dana alokasi umum bersifat block grant yang artinya untuk penggunaannya 

dikembalikan kepada pemerintah daerah sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai 

belanja pemerintah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana ini untuk menambah porsi 

Belanja Modal mereka sehingga belanja yang mereka lakukan dapat memberikan pendapatan untuk 

daerah mereka dan tidak terus-menerus memperoleh Dana Alokasi Umum yang jumlahnya cukup 

signifikan dari pemerintah pusat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015), Herman dan Treesje (2015), 

Setiyani (2015), Nugroho (2015), Junaedy (2015), Ningsasra (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), 

Astuti (2017), Kusumawardhani (2018), Warasati, Palampanga, dan Iqbal (2018), Suryana (2018), 

Annisa (2019), Haryanto (2019), dan Angelina et al. (2020) menyatakan bahwa Dana Alokasi 

Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, 

peneliti menentukan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan SAP (2019) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi 

pendapatan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

diperoleh karena keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan realisasi belanja daerah 

mereka. Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dihasilkan harus dimanfaatkan untuk 

membiayai kebutuhan publik. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut adalah 

dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan publik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015), Apriyanto (2016), dan 

Kusumawardhani (2018) menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, peneliti menentukan 

hipotesis ketiga sebagai berikut 

H3 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Untuk mengetahui hubungan variabel penelitian dibutuhkan kerangka teoritik seperti di 

bawah ini: 
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Gambar 1. Kerangka Teoritik 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat. Data penelitian 

yang dijadikan sebagai sampel adalah laporan keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat 

tahun 2015-2019. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui 

situs resmi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yaitu 

www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

metode kuantitatif. Dalam mengolah data penelitian, peneliti menggunakan aplikasi Microsoft 

Word, Microsoft Excel, dan SPSS versi 24. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling. Kriteria sampel yang diambil adalah sebagai berikut: 

No Keterangan Jumlah 

1 

Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang melaporkan jumlah 

masing-masing Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal secara lengkap selama tahun 

2015-2019 

27 

Jumlah Sampel 27 

Periode Penelitian 5 

Jumlah Observasi Penelitian 135 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

Pada penelitian ini, data penelitian untuk variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan variabel terikat yaitu belanja modal sudah 

tercantum di situs resmi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pada variabel pendapatan asli daerah, diukur dengan cara menjumlahkan hasil pajak daerah 

dan pendapatan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lainnyapendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah = Hasil Pajak Daerah + Pendapatan Daerah Lainnya yang Pisahkan + 

Retribusi Daerah + Lainnya Pendapatan Daerah yang Sah 

Pada variabel dana alokasi umum, diukur dengan cara menjumlahkan alokasi dasar dan celah fiskal. 

Dana Alokasi Umum = Alokasi Dasar + Celah Fiskal 

Pada variabel sisa lebih pembiayaan anggaran, diukur dengan cara menjumlahkan surplus 

realisasi anggaran atau defisit realisasi anggaran dengan pembiayaan neto. 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Netto 

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Uji asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pada analisis regresi dan 

pengujian hipotesis digunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Pada analisis regeresi, 

pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Belanja Modal = α + β1 Pendapatan Asli Daerah + β2 Dana Alokasi Umum + β3 Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran + e 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dapat mendeskripsikan data variabel yang dapat disajikan melalui nilai 

rata-rata (mean), nilai maksimum atau tertinggi (max), nilai minimum atau terendah (min), dan 

standar deviasi (deviation standard). Hasil dari uji statistik deskriptif dapat diketahui dari Tabel 2 

di bawah ini yang diperoleh melalui olah data menggunakan aplikasi SPSS: 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptip (Dalam Ribuan Rupiah) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi 

PAD 135 Rp 64,506,109,613 Rp 3,161,165,915,498 Rp 748,486,944,755 Rp 706,896,185,528 

DAU 135 Rp 352,697,608,000 Rp 2,163,439,062,000 Rp 1,172,271,154,825 Rp 444,677,735,226 

SILPA 135 Rp 7,121,270,115 Rp 2,452,192,512,211 Rp 379,630,104,285 Rp 423,256,925,768 

BM 135 Rp 38,647,699,580 Rp 1,567,693,720,671 Rp 594,198,445,028 Rp 334,007,879,144 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

N 135 

Tes Statistic 0.066 

Asymp. Sig. (2- 

tailed) 

0.2 
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Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Apabila nilai signifikansi pada hasil uji normalitas menunjukkan angka > 0,05 maka artinya 

data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi menunjukkan angka < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal. Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada hasil uji 

normalitas dengan Kolmogorov Smirnov menunjukkan angka 0,2 artinya nilai tersebut > 0,05 

sehingga data penelitian berdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

PAD 0.527 1.898 

DAU 0.760 1.316 

SILPA 0.608 1.646 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara variabel bebas 

dalam model regresi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji multikolinieritas dengan cara 

melihat nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai tolerance menunjukkan angka > 0,10 dan nilai VIF 

< 10 maka data berdistribusi normal. Jika nilai tolerance menunjukkan < 0,10 dan nilai VIF > 10 

maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel 4, hasil uji multikolinieritas ketiga variabel 

menunjukkan nilai tolerance menunjukkan angka > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga data 

berdistribusi normal. 

Uji Heteroskedasitas 

 

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

 Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

menggunakan grafik scatterplot antara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID), di mana sumbu X adalah yang diprediksi dan sumbu Y adalah residual. Jika pola tertentu 

seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (gelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika pola yang terbentuk tidak jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 
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dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Uji Autokorelasi 

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi 

R 0.668a 

R Square 0.446 

Adj. R Square 0.433 

Std Error. Of The 

Estimate 
 

0.36904 

Durbin Watson 1.885 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

 Menurut Ghozali (2018: 111) menjelaskan bahwa “Uji Autokorelasi digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t-1”. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson. Untuk mengetahui apakah model regresi memiliki autokorelasi atau tidak 

dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas menunjukkan angka 

0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. Berikut kriteria penilaian terjadinya 

autokorelasi: 

1. Angka D-W di bawah -4 berarti ada autokorelasi positif 

2. Angka D-W di antara -4 sampai +4 tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W di atas +4 autokorelasi negatif 

Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai Durbin Watson 1,885. Mengacu pada tabel Durbin 

Watson, maka diperoleh nilai dL= 1,6738 dan dU = 1,7645 , nilai Durbin Watson sebesar 1,885 

lebih besar dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) yaitu 1,7645 dan kurang dari (4-dU) 

yaitu 4- 1,7645 sama dengan 2,2355. Apabila nilai DW berada pada angka -4 dan +4 maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi. 

Analisis Regresi  

Tabel 6. Analisis Regresi 

Model B 

(Constant) 83497.4888 

PAD 99715 

DAU 0.33 

SILPA 0.327 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

 Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 6, model persamaan regresi yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

Belanja Modal = 83497.4888099715 + 0,330 Pendapatan Asli Daerah + 0,327 Dana Alokasi Umum 

+ 0,091 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran + e 
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Uji Hipotesis 

Uji T 

Tabel 7. Uji T 

Variabel t-Statistic Probabilitas Hasil 

PAD 8,693 0,00 H1 Diterima 

DAU 6,290 0,00 H2 Diterima 

SILPA 2,113 0,03 H3 Diterima 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan pada tabel 7, menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t 

hitung sebesar 8,693 > t tabel 1,97824. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 atau 

hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan 

Asli Daerah terhadap Belanja Modal. 

 

2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan pada tabel 7, menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh 

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t hitung 

sebesar 6,290 > t tabel 1,97824. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 atau 

hipotesis kedua diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi 

Umum terhadap Belanja Modal. 

 

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan pada tabel 7, menjelaskan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal positif tetapi tidak signifikan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t yaitu nilai signifikansi menunjukkan 0,036 < 0,05 dan nilai t 

hitung 2,113 > 1,97824 nilai t tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 atau 

hipotesis ketiga ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. 

Uji F 

Tabel 8. Uji F 

F 113.717 

Sig. .000b 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

 Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan 

sebagai model penelitian atau tidak. Apabila nilai signifkansi menunjukkan angka < 0,05 maka 

model regresi layak digunakan sebagai model penelitian. Jika nilai signifikansi menunjukkan 

angka > 0,05 maka model regresi tidak layak digunakan sebagai model penelitian. Berdasarkan 

tabel 8, bahwa nilai signifikansi menunjukkan angka < 0,05 yaitu 0,000 artinya model regresi 

dinyatakan layak digunakan sebagai model penelitian sehingga pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan pengaruh secara simultan 

terhadap belanja modal. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi 
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R 0,668 

R-Square 0,446 

Adjusted R-Square 0,433 

Std. Error of the 
Estimate 0,36904 

Sumber: Data diolah peneliti (2021) 

 Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Hal itu dapat diketahui dengan cara melihat angka 

yang dihasilkan pada kolom Adjusted R-Square pada tabel 9. Berdasarkan tabel 9, nilai dari 

Adjusted R-Square adalah 0,433 artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat 

yaitu Belanja Modal sebesar 43,3% sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian. 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang besar merupakan sebuah tanda bahwa daerah 

tersebut telah memiliki pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah 

tersebut dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah tersebut telah mampu membagi 

anggaran belanja mereka dengan porsi yang tepat dan seimbang. Tidak terlalu cenderung 

kepada salah satu pos anggaran lainnya kecuali jika daerah tersebut memiliki fokusan 

tersendiri. Untuk mengelola pembangunan daerah dibutuhkan salah satunya sumber 

pendapatan yang besar yaitu pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan tersebut bersumber dari 

keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah mereka. 

Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai bagus apabila pendapatan tersebut digunakan lebih 

banyak untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah yang besar akan 

mengakibatkan alokasi Belanja Modal juga besar. pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan 

sebagian pendapatan daerah kepada daftar belanja modal bertujuan untuk meningkatkan nilai 

aset daerah supaya pemerintah kabupaten/kota tidak bergantung terus menerus kepada dana 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota 

dapat membiayai kebutuhan daerah mereka secara mandiri (Jayanti, 2020). 

 Pendapatan Asli Daerah yang kecil menjadikan pembangunan infrastruktur yang ada di 

daerah tersebut terhambat. Akibatnya daerah tersebut belum memiliki infrastruktur yang memadai 

untuk menjalankan aktivitas perekonomian yang besar sehingga ekonomi yang ada pada daerah 

tersebut bertumbuh namun lambat sekali. Sedangkan daerah yang memiliki infrastruktur yang 

sudah memadai, aktivitas perekonomian di daerah tersebut berjalan dengan pesat dan ekonomi di 

daerah tersebut tumbuh dengan pesat pula (Jayanti, 2020). Di sini dapat terlihat dengan jelas 

kesenjangan di berbagai daerah kabupaten/kota dikarenakan tidak semua daerah memiliki 

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan salah satu penyebabnya adalah belum meratanya 

pembangunan infrastruktur di daerah tersebut sehingga perekonomian yang tumbuh di daerah 

tersebut cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan perekonomian di daerah yang lain (Huda 

& Sumiati, 2019). Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat dari 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung beberapa 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Ningsasra (2016), (Rudiansah, 2017), Kusumawardhani (2018), Haryanto (2019) dan (Angelina et 

al, 2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja 

Modal. 
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Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

 Jumlah pendapatan daerah yang kecil dapat diatasi oleh sumber pendapatan yang lain 

supaya kebutuhan belanja daerah dapat terpenuhi. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan 

oleh pemerintah daerah yaitu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana 

perimbangan tersebut salah satunya adalah Dana Alokasi Umum. Dana tersebut bertujuan untuk 

menghilangkan kesenjangan fiskal pada masing-masing daerah sehingga diharapkan program 

pembangunan yang telah dicanangkan dalam rencana anggaran tetap dapat terlaksana. Dana 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu salah satunya Dana Alokasi Umum dapat 

dialokasikan sebagiannya untuk belanja modal supaya pendapatan daerah yang diterima semakin 

besar jumlahnya. Meskipun besaran Dana Alokasi Umum yang diterima oleh masing-masing 

daerah cenderung berbeda, pemerintah daerah dapat menyesuaikan jumlah belanja modal yang akan 

dialokasikan (Haryanto, 2019). 

 Berdasarkan data yang diteliti bahwa dari 27 kabupaten/kota yang memiliki jumlah Dana 

Alokasi Umum di atas rata- rata yaitu hampir seluruhnya. Dengan demikian, pemerintah daerah 

dapat mengelola dana tersebut untuk membiayai kebutuhan belanja daerah mereka dan dapat 

memberikan porsi yang seharusnya terhadap belanja modal (Simbolon, Maksum, & Abubakar, 

2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat dari Dana Alokasi 

Umum terhadap alokasi Belanja Modal sehingga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini juga menunjang hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh (Ningsasra, 2016), (Astuti, 2017), (Suryana, 2018), (Annisa, 

2019), dan (Angelina et al, 2020) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan SAP (2019) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi 

pendapatan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

diperoleh karena keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan realisasi belanja daerah 

mereka. Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dihasilkan harus dimanfaatkan untuk 

membiayai kebutuhan publik. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengaruh yang 

dihasilkan oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cukup kuat akan tetapi hasil penelitian 

menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat dimanfaatkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan program pembangunan di masing-

masing kabupaten/kota. Daerah yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang tinggi salah 

satunya yaitu kabupaten Bogor, melakukan kegiatan belanja modal yang berfokus untuk 

meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah mereka seperti pembangunan jalan sirkuit Sentul-

Istana Cipanas berada di kabupaten Bogor dan Cianjur. Jalur ini dibuat dengan tujuan untuk 

menghubungkan antara Sirkuit Sentul yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana 

Cipanas yang berada di Jalan Nasional Puncak-Cianjur (Bappedalitbang Kab. Bogor, 2019). 

Sedangkan untuk kabupaten Purwakarta yang salah satunya termasuk ke dalam kabupaten yang 

memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cukup kecil lebih memfokuskan kepada kegiatan 

Belanja Modal seperti pembangunan sarana prasarana air bersih, pembangunan saluran air, 

rehabilitasi jalan yang rusak, dan yang lainnya (Bappedalitbang Kab. Purwakarta, 2019). Dana sisa 

yang diperoleh pemerintah daerah yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran digunakan untuk 

membiayai program pembangunan atau kebutuhan publik. Dana sisa tersebut yaitu Sisa Lebih 
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Pembiayaan Anggaran dapat dilokasikan kepada Belanja Modal sehingga jenis pendapatan yang 

dapat dialokasikan kepada Belanja Modal tidak hanya bersumber pada satu jenis pendapatan saja. 

Dengan demikian sumber pendapatan yang dapat dialokasikan kepada Belanja Modal semakin 

besar jumlahnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara terpisah 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin besar pendapatan 

asli daerah dan dana alokasi umum yang diterima maka alokasi belanja modal juga akan meningkat. 

Begitu juga dengan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar akan membuat alokasi 

belanja modal semakin besar. Tetapi hal ini sangatlah wajar, dikarenakan dana yang diterima 

jumlahnya cukup besar sehingga anggaran yang disisakan untuk keperluan belanja modal juga 

cukup besar. 

Saran 

Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat 

di antaranya sebagai berikut: 

1. Yaitu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang mereka peroleh untuk dialokasikan 

kepada Belanja Modal. Belanja Modal yang dialokasikan juga harus tepat sasaran yaitu 

sesuai dengan kebutuhan publik, supaya pendapatan daerah yang diterima pemerintah 

kabupaten/kota semakin besar. 

2. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum dengan efisien supaya pemerintah kabupaten/kota 

tidak ketergantungan dengan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga 

pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola keuangan mereka secara mandiri. 

3. Memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang diperoleh dalam satu periode 

pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Yaitu, mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran tersebut kepada belanja yang sifatnya produktif, supaya pendapatan yang diterima 

oleh pemerintah dapat meningkat dan meminimalisir terjadinya defisit anggaran di akhir 

periode pemerintahan. 

4. Menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dibenahi terlebih dahulu 

sehingga rencana pembangunan yang dibuat menjadi jelas.  
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